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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING  

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional 

melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu ditetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaksanaan 

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 3676); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5123); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang   Unit   Organisasi   dan   

Tugas   Eselon   I   Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

11); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 877); 
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  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

TENTANG PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut 

BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan 

pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi 

terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

3. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan 

fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk 

melaksanakan dan/atau mendukung  kegiatan pengawasan 

radiasi. 

4. Kegiatan Pengawas Radiasi adalah kegiatan inspeksi, 

perizinan, pembuatan norma standar pengawasan 

ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian 

internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk 

mendukung pengawasan serta dan/atau pembinaan dalam 

ketenaganukliran. 

5. Pengawas Radiasi adalah PNS yang diangkat oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan dan/atau 

mendukung kegiatan pengawasan radiasi. 
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6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Radiasi dalam 

rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 

7. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS 

dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan 

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan dalam jangka waktu tertentu. 

 

Pasal 2 

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan 

pedoman bagi PNS yang akan melaksanakan 

Penyesuaian/Inpassing ke Jabatan Fungsional Pengawas 

Radiasi. 

 

Pasal 3 

(1) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam 

pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan 

pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi 

sesuai dengan kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada 

dalam e-formasi. 

(2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan keseimbangan antara beban kerja dan 

jumlah PNS yang akan disesuaikan melalui 

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas 

Radiasi dengan mempertimbangkan kebutuhan 

organisasi. 

 

Pasal 4 

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas 

Radiasi ditujukan bagi: 

a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang 

pengawasan radiasi berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang; 

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai 

dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi 
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dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih 

tinggi; 

c. Pejabat pimpinan tinggi, admistrator dan pengawas yang 

memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang 

diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi 

yang akan didudukinya; atau 

d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam 

jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka 

Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih 

tinggi. 

 

Pasal 5 

(1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing harus 

memenuhi persyaratan umum. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV 

(D-IV) bidang Fisika/Kimia, eksakta, atau hukum; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang 

III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari 

jabatan yang akan diduduki; 

c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan 

Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan jabatan 

yang akan didudukinya; 

d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

1 (satu) tahun terakhir; dan 

e. usia paling tinggi: 

1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam 

jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; 

2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam 

jabatan terakhir bagi administrator dan 

pengawas; 

3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun 

dalam jabatan terakhir bagi administrator yang 

akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas 

Radiasi Madya; atau 
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